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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR: 19/Kpts/KPU-
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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum   

Nomor   9 Tahun   2015   tentang   Pencalonan       Pemlihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota, KPU 

Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik, dengan 

keputusan KPU Kabupaten/Kota sebelum pengumuman persyaratan Pasangan Calon. 

 bahwa  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 

Tahun 2015 tentang   Pencalonan      Pemlihan  Gubernur  dan Wakil   Gubernur,   

Bupati   dan   Wakil   Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU 

Kabupaten/Kota didasarkan pada penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota 

Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 bahwa      untuk      melaksanakan      ketentuan sebagaimana huruf a dan b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang 

Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015. 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-

Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan    atas    Undang-Undang    

Nomor    2 Tahun  2008   tentang  Partai  Politik   (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5316); Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2012   tentang  

Pembentukan  Kabupaten Pangandaran  di  Provinsi  Jawa  Barat  (Lembaran Negara     

Republik     Indonesia     Tahun     2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   1 

Tahun    2015    tentang    Penetapan    Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-

Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan  Walikota  

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8  Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan   

Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan     Wakil     Bupati     serta     

Walikota     dan Wakil Walikota;  Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor   2 

Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan     Pemilihan     

Gubernur     dan Wakil   Gubernur,   Bupati   dan   Wakil   Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota; Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor   9 Tahun 2015 

tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan   Pemilu   Kepala   Daerah   dan   Wakil 

Kepala Daerah. 

 

 Dalam Keputusan KPU Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015  Tahun 2015 

diatur tentang: 

 Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik  Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015. 1 

Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

memperoleh paling sedikit 20% (dua   puluh   persen)   dari   jumlah   kursi   Dewan 

Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Pangandaran atau 35 (tiga puluh lima) 

kursi x 20/100 = 7 Kursi.; 2. Persyaratan pencalonan untuk partai politik atau 

gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima 



persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 

2014 atau 232.307 x 25/100 = 58.077 suara sah;.; 3. Persyaratan pencalonan untuk 

partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 25% 

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota 

DPRD Tahun 2014 atau 232.307 x 25/100 = 58.077 suara sah. 

 

Catatan :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Mei 2015.  

  


